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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

Dilihat dari status hukum pihak yang bersengketa, konflik antara pasukan 

Kurdi dan pemerintah Turki merupakan konflik bersenjata non-internasional 

karena status pemerintah Turki adalah Negara sedangkan pasukan Kurdi 

merupakan satuan bukan negara (non-state entity). Dalam syarat-syarat yang 

terdapat di Commentary to the Geneva Conventions, dan database Geneva 

Academy of International Humanitarian Law, syarat dan kualifikasi konflik 

bersenjata non-internasional telah terpenuhi oleh konflik yang sampai sekarang 

masih berlangsung antara pemerintah Turki dan PKK. 

 Label pemberontak yang disematkan pada PKK oleh pemerintah Turki 

tidak menghalangi realitas keterlibatan kedua pihak dalam konflik bersenjata. 

Karena itu, konflik bersenjata tersebut tetap terikat dengan hukum humaniter. 

Namun, tidak seluruh ketentuan hukum humaniter yang berlaku dalam konflik. 

Ketentuan hukum humaniter internasional yang tepat yang dapat digunakan dalam 

konflik Turki dan Kurdi adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II. 

Namun demikian tidak seluruh ketentuan itu bisa diterapkan, dalam KJ 1949 

khususnya yang bisa diterapkan hanyalah Pasal 3, karena Turki merupakan negara 

peratifikasi, sedangkan untuk Protokol II/1977 prinsipnya tidak bisa diterapkan 

karena Turki bukan negara peratifikasi, tapi beberapa ketentuan ini sudah menjadi 

Hukum Kebiasaan, maka ketentuan tersebut bisa digunakan.  

 

B. Saran 

Dalam penulisan ini, penulis memberikan saran yaitu: 

1. Hendaknya, pemerintah Turki menganggap bahwa PKK merupakan pihak 

yang bertikai, dan para angkatan bersenjata PKK dianggap sebagai kombatan, 

jika suatu saat pasukan PKK tertangkap oleh militer Turki, pejuang PKK 
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tersebut harus diperlakukan sebagai tawanan perang, seperti yang telah diatur 

dalam Konvensi Jenewa 1949, yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Turki 

sebagai kewajiban karena telah meratifikasi Konvensi tersebut.  

2. Peran masyarakat Internasional seperti International Comittee of The Red 

Cross, harus lebih memperhatikan implementasi hukum humaniter terlebih 

regulasi tentang perlindungan terhadap angkatan bersenjata non-internasional, 

Regulasi tersebut masih terbatas  dan harus lebih diperbanyak, karena regulasi 

untuk konflik ini hanya terdapat dalam pasal 3 KJ 1949 dan Protokol 

Tambahan II/1977 yang mengatur tentang konflik bersenjata non-

internasional, dimana perlindungan terhadap PKK baru bisa didapatkan saat 

mereka hors de combat. Begitu pulang dengan Liga Arab yang harus 

memperhatikan bangsa-bangsa seperti Kurdi karena salah satu tujuan Liga 

Arab yaitu untuk memerdekakan negara di kawasan arab yang masih terjajah. 
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